
 

 

 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 
  PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 30  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan pada era 
Jaminan Kesehatan Nasional terdapat beberapa 
perubahan pada sistem pembiayaan atas pelayanan 
yang diberikan di rumah sakit; 

b. bahwa dengan adanya perkembangan sarana dan 
prasarana serta peningkatan pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, 
perlu perubahan pos remunerasi untuk jasa 
pelayanan dari tarif paket biaya klaim Badan 
Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS); 

c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional, menyatakan bahwa 
besaran jasa pelayanan di Fasilitas Kesehatan 
Rujukan Tingkat Lanjutan milik Pemerintah dalam 
kisaran 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% 
(lima puluh persen) dari total pendapatan fasilitas 
kesehatan tersebut, maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas  Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sukoharjo  perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Sukoharjo; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah 
Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 172); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 
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21. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 66  
Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan 
Keuangan dan Akutansi Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sukoharjo sebagai Badan Layanan Umum 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 
Nomor 442); 

22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 
462) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2014 Nomor 253); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 70 TAHUN 
2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dalam Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2011 Nomor 462) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 253); 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 8 

(1) Jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah digunakan 
untuk remunerasi sebagaimana ketentuan yang 
berlaku dan selanjutnya proporsi serta distribusinya 
diatur dengan Keputusan Direktur. 

(2) Besaran pos Remunerasi untuk jasa pelayanan yang 
bersumber dari tarif paket BPJS besarannya paling 
banyak 33% (tiga puluh tiga persen) dari paket biaya 
klaim BPJS. 

(3) Besaran Remunerasi yang bersumber dari pasien umum 
maupun penjamin yang lain besarannya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

 
 
 
 



 5  
 

 

Pasal II 

 
Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan  Bupati  ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 
  

 
Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 3 Apil 2017 3 
 
BUPATI SUKOHARJO, 

 
                                                                            ttd 

 
 WARDOYO WIJAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  3 Apil 2017 3 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 

           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017 NOMOR 31 


